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Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis peran Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat
Daerah dalam menyusun agenda kegiatan Kepala
Daerah Kota Tomohon. Menggunakan pendekatan
kualitatif, data diperoleh melalui wawancara
mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prokopim
memiliki peran strategis dalam menjamin
keteraturan dan efisiensi agenda kepala daerah
melalui empat tahapan utama: penjadwalan
kegiatan, koordinasi dan komunikasi, survei lokasi,
serta pendampingan. Meskipun telah menjalankan
tugasnya secara optimal, kendala seperti perubahan
agenda mendadak dan keterbatasan sarana masih
menjadi tantangan utama. Temuan ini menegaskan
pentingnya koordinasi lintas-bagian serta inovasi
digital dalam penyusunan agenda kepala daerah
yang responsif dan adaptif terhadap dinamika
pemerintahan.
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PENDAHULUAN
Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance,

setiap unsur dalam pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk
memastikan bahwa pelayanan publik berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah
satu unsur penting tersebut adalah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), yang
memiliki tugas strategis dalam mendukung kepala daerah menjalankan peran dan fungsinya
melalui penyusunan agenda yang terstruktur, responsif, dan berorientasi pelayanan. Peran ini
menjadi semakin krusial di tengah tuntutan publik terhadap kualitas layanan dan keterbukaan
pemerintahan, di mana setiap agenda kepala daerah akan mencerminkan wajah dan arah
kepemimpinan yang dijalankan (Keuffer & Mabillard, 2020; Vivier, 2023; Zheng, 2023).

Dalam konteks pemerintahan Kota Tomohon, keberadaan Prokopim tidak hanya sebatas
pelaksana teknis kegiatan kenegaraan atau seremoni seremonial, tetapi lebih dari itu, mereka
adalah manajer agenda, pengatur waktu, sekaligus penghubung komunikasi antara kepala daerah
dengan berbagai elemen baik internal birokrasi maupun eksternal seperti lembaga, masyarakat,
bahkan media. Kompleksitas tugas kepala daerah menuntut penyusunan agenda yang presisi dan
adaptif, terutama mengingat tingginya frekuensi kegiatan pemerintahan dan publik yang harus
dihadiri. Kesalahan dalam penjadwalan, minimnya koordinasi, serta kurangnya kemampuan
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adaptasi terhadap perubahan mendadak sering kali menjadi akar dari terhambatnya pelaksanaan
agenda pemerintahan. Oleh karena itu, profesionalisme dan keahlian manajerial dalam Prokopim
merupakan syarat mutlak untuk menjamin kelancaran operasional pemerintahan daerah (Kessy,
2020; Moldalieva, 2021; Steven V. Tarore et al., 2023).

Berbagai peraturan telah menjadi dasar hukum pelaksanaan fungsi keprotokolan di daerah,
seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2018, dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2024. Ketiga regulasi ini tidak hanya
mengatur tata upacara dan tata penghormatan, tetapi juga meletakkan keprotokolan dalam
kerangka kelembagaan dan koordinasi lintas sektor yang lebih sistemik. Namun demikian,
realitas di lapangan tidak selalu sejalan dengan idealitas yang ditawarkan regulasi. Dalam
beberapa kasus, agenda kepala daerah menjadi tidak optimal karena lemahnya sistem informasi
agenda, kurangnya pelibatan stakeholder dalam perencanaan, serta rendahnya kapasitas staf
dalam beradaptasi dengan dinamika perubahan (Beshi & Kaur, 2020; Bulo et al., 2016; Mabillard
& Zumofen, 2020).

Kondisi di atas menunjukkan perlunya kajian akademik yang secara kritis mengamati
bagaimana peran Prokopim dijalankan dalam menyusun agenda kepala daerah, sejauh mana
efektivitasnya, serta apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi. Kota Tomohon sebagai studi
kasus menjadi menarik karena menggambarkan dinamika pemerintahan daerah yang aktif, namun
masih menghadapi sejumlah tantangan koordinatif dan teknis dalam pengelolaan agenda
pimpinan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bernilai teoritis sebagai kontribusi pada
literatur administrasi publik dan manajemen pemerintahan daerah, tetapi juga relevan secara
praktis dalam merumuskan strategi penguatan kelembagaan Prokopim yang lebih profesional dan
modern (Brás & Dowley, 2021; Margareth Rantung et al., 2023; Saldanha et al., 2022).

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan utama untuk memahami

secara mendalam proses, dinamika, serta tantangan yang dihadapi oleh Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kota Tomohon dalam menyusun agenda
kegiatan kepala daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai paling tepat dalam
menggambarkan fenomena sosial dan kelembagaan secara kontekstual dan menyeluruh, terutama
karena fokus penelitian ini terletak pada proses kerja, interaksi, koordinasi, serta aspek non-
struktural yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui pendekatan kuantitatif atau statistik.

Lokasi penelitian ditetapkan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tomohon, khususnya
pada Bagian Prokopim yang menjadi subjek utama dalam penyusunan agenda kepala daerah.
Informan penelitian dipilih secara purposive, dengan mempertimbangkan peran strategis mereka
dalam proses penyusunan agenda, baik sebagai perencana, pelaksana, maupun evaluator. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap
pelaksanaan kegiatan kepala daerah, serta telaah dokumentasi seperti surat undangan, jadwal
kegiatan, laporan internal, dan notulensi rapat. Kombinasi teknik ini memungkinkan peneliti
untuk memperoleh data yang kaya dan beragam dari berbagai sumber dan perspektif.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari
Miles, Huberman, dan Saldana, yang terdiri atas tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan
dari hasil wawancara dan dokumen, penyajian data dilakukan dengan memetakan hubungan
antarvariabel temuan, sedangkan penarikan kesimpulan didasarkan pada pola-pola yang muncul
secara berulang dalam proses penyusunan agenda kepala daerah. Model ini dinilai relevan karena
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mampu menangkap kompleksitas fenomena birokrasi secara sistemik (Howley et al., 2024;
Samah et al., 2021; Scantlebury & Adamson, 2024).

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi
data dan sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan dokumen dan hasil observasi,
serta melakukan pengecekan silang antar informan. Selain itu, konfirmasi langsung kepada
informan kunci dilakukan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti tidak menyimpang dari
makna yang dimaksud oleh subjek penelitian. Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan
bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Alexander & Diefenbeck,
2020; Aspers & Corte, 2021; Morse, 2021).

Dengan metodologi tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya mampu memberikan
gambaran faktual mengenai peran Prokopim dalam menyusun agenda kepala daerah, tetapi juga
menyajikan analisis kritis terhadap faktor-faktor yang memperkuat maupun menghambat
efektivitas peran tersebut. Pendekatan ini sekaligus memberi ruang bagi refleksi normatif dan
perumusan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi penguatan kelembagaan Prokopim di
tingkat daerah (Bahasoan et al., 2019; Howley et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penjadwalan Kegiatan Kepala Daerah

Penjadwalan kegiatan kepala daerah adalah proses yang jauh lebih kompleks dari sekadar
menyusun daftar acara. Di balik setiap kegiatan yang tercantum dalam agenda pimpinan, terdapat
proses panjang yang melibatkan perencanaan matang, komunikasi lintas organisasi, serta
kalkulasi politis dan strategis tertentu. Dalam konteks Kota Tomohon, kegiatan kepala daerah
bukan hanya menyangkut kehadiran dalam acara resmi atau seremoni belaka, melainkan juga
menyentuh urusan pembangunan daerah, pengawasan lapangan, hingga diplomasi pemerintahan
antarlembaga. Oleh karena itu, penjadwalan agenda memerlukan pendekatan strategis dan
multidimensi (Gao et al., 2019; Gunawan et al., 2021).

Dalam praktiknya, Prokopim bertanggung jawab untuk menyusun agenda yang tidak
hanya padat, tetapi juga adaptif dan responsif terhadap perubahan. Kegiatan kepala daerah
seringkali mengalami pergeseran waktu atau prioritas akibat dinamika politik, kondisi sosial
masyarakat, bahkan urgensi kebijakan nasional. Di titik ini, profesionalisme dan fleksibilitas
dalam manajemen agenda menjadi krusial. Kesalahan kecil seperti keterlambatan atau tumpang
tindih jadwal bisa berdampak besar terhadap persepsi publik, termasuk potensi kehilangan
momen strategis dalam komunikasi politik pemerintahan (Capone et al., 2024; Zhang et al., 2023).

Penjadwalan yang baik menuntut adanya sistem informasi yang terstruktur. Prokopim
tidak bisa bekerja hanya berdasarkan catatan manual atau koordinasi lisan, melainkan harus
mengintegrasikan data dan jadwal melalui platform digital yang memungkinkan pembaruan
waktu nyata (real-time updates). Absennya teknologi semacam ini dapat menyulitkan sinkronisasi
antara Prokopim, bagian umum, serta kepala perangkat daerah lainnya. Oleh karena itu,
transformasi digital dalam manajemen agenda merupakan langkah progresif yang perlu segera
diimplementasikan secara sistemik.

Selain aspek teknis, penjadwalan kegiatan juga menyentuh ranah etika dan representasi
politik kepala daerah. Setiap kegiatan yang dijadwalkan dan dihadiri oleh kepala daerah memiliki
makna simbolik yang mencerminkan perhatian pemerintah terhadap sektor tertentu. Misalnya,
kehadiran di kegiatan UMKM menunjukkan dukungan terhadap ekonomi lokal, sementara
kunjungan ke sekolah menandakan kepedulian terhadap pendidikan. Dengan demikian,
penyusunan agenda menjadi alat komunikasi kebijakan yang strategis di mata public (Nasiri et al.,
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2021; Tang et al., 2019).
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, penjadwalan masih

didominasi oleh permintaan instan yang kurang mempertimbangkan prosedur formal. Akibatnya,
Prokopim harus bekerja dalam tekanan waktu yang sempit, menyebabkan kualitas persiapan
menurun. Tidak jarang, kegiatan penting terpaksa diwakilkan atau bahkan dibatalkan karena tidak
adanya ruang waktu yang cukup untuk penyesuaian teknis. Situasi ini memperkuat kebutuhan
akan sistem prioritas dan seleksi agenda berbasis urgensi dan dampak publik.

Penyusunan agenda juga seharusnya menjadi bagian dari strategi komunikasi
pemerintahan. Di sinilah peran Prokopim dapat dikembangkan menjadi unit perencana
komunikasi publik, bukan hanya pelaksana protokol. Dengan merancang agenda yang sinkron
dengan program prioritas pemerintah daerah, Prokopim tidak hanya mendukung kepala daerah
dalam aktivitas sehari-hari, tetapi juga mengarahkan narasi kepemimpinan yang kuat kepada
masyarakat. Agenda yang tertata baik dan terkomunikasikan secara efektif dapat meningkatkan
legitimasi pemerintahan secara signifikan (Kuiper et al., 2023; Lambelho et al., 2020; Nesbitt et
al., 2021).

Oleh karena itu, penjadwalan kegiatan kepala daerah harus dipahami sebagai proses
manajerial yang tidak hanya teknis, tetapi juga bersifat strategis, politis, dan simbolik. Prokopim
memiliki posisi penting dalam memastikan bahwa agenda tersebut bukan hanya berjalan lancar
secara fisik, tetapi juga berdampak positif secara politik dan sosial. Reformasi dalam sistem
penjadwalan perlu mencakup aspek kelembagaan, teknologi, serta kapasitas sumber daya
manusia, agar fungsi ini dapat dijalankan secara maksimal dan profesional.
Koordinasi dan Komunikasi Lintas Bagian

Koordinasi dan komunikasi adalah fondasi dari setiap proses administrasi publik yang
berhasil, termasuk dalam penyusunan dan pelaksanaan agenda kepala daerah. Di lingkungan
Pemerintah Kota Tomohon, peran Prokopim dalam menjembatani komunikasi lintas bagian
menjadi sangat vital, mengingat agenda kepala daerah tidak hanya ditentukan oleh keinginan
internal, tetapi juga permintaan eksternal yang sangat dinamis. Di sinilah koordinasi lintas bagian
menjadi syarat mutlak dalam menjaga keselarasan kegiatan pemerintahan.

Namun, dalam kenyataannya, koordinasi antardepartemen pemerintahan masih
menghadapi tantangan struktural dan kultural. Terdapat kesenjangan komunikasi antara
Prokopim dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum sepenuhnya memahami
peran strategis keprotokolan. Beberapa bagian cenderung bekerja secara sektoral dan tidak
terintegrasi dalam perencanaan kegiatan kepala daerah, sehingga informasi yang masuk ke
Prokopim seringkali terlambat atau tidak lengkap. Hal ini memperlihatkan perlunya mekanisme
koordinasi formal yang berbasis pada struktur dan SOP yang kuat.

Dalam kondisi tertentu, komunikasi informal memang dapat membantu mempercepat
proses pengambilan keputusan, tetapi tidak dapat dijadikan sistem utama dalam pemerintahan
modern. Komunikasi informal yang tidak terdokumentasi justru berpotensi menimbulkan
kesalahpahaman, duplikasi agenda, bahkan konflik antar bagian. Oleh karena itu, penguatan
komunikasi formal melalui rapat koordinasi terjadwal, notulensi digital, serta pelaporan kegiatan
secara terstandar menjadi penting untuk membangun sistem komunikasi pemerintahan yang
profesional.

Lebih jauh, komunikasi juga mencakup proses penyampaian pesan dari kepala daerah
kepada publik. Di sinilah bagian Prokopim memegang peran ganda sebagai pengatur agenda dan
sekaligus pengelola pesan. Dengan kata lain, koordinasi tidak hanya horizontal antarbirokrasi,
tetapi juga vertikal dalam mengarahkan komunikasi strategis kepala daerah kepada masyarakat.
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Kesalahan dalam memahami konteks komunikasi dapat berujung pada misrepresentasi publik
terhadap maksud kegiatan kepala daerah.

Penerapan teknologi komunikasi berbasis digital dapat menjadi solusi dari hambatan-
hambatan tersebut. Penggunaan aplikasi manajemen agenda, grup komunikasi berbasis platform
resmi pemerintah, serta sistem pengarsipan digital akan meningkatkan kecepatan dan transparansi
koordinasi. Namun, teknologi hanya alat, tidak bisa menggantikan pentingnya budaya
komunikasi yang terbuka, akuntabel, dan saling menghargai dalam organisasi birokrasi (Gierlich-
Joas et al., 2020; Pashaie & Sotiriadou, 2023).

Kunci keberhasilan koordinasi terletak pada kepemimpinan organisasi. Kepala bagian
Prokopim harus mampu menjadi penggerak koordinasi, membangun jejaring komunikasi dengan
bagian lain secara proaktif, dan menciptakan iklim kerja kolaboratif. Selain itu, dukungan dari
kepala daerah untuk memperkuat posisi kelembagaan Prokopim juga akan sangat menentukan
keberhasilan koordinasi lintas bagian yang berkelanjutan (Wamprechtsamer, 2024; Yue &
Walden, 2023).

Dengan demikian, komunikasi dan koordinasi dalam konteks penyusunan agenda kepala
daerah harus dilihat sebagai proses strategis yang melibatkan banyak aktor dan kepentingan.
Diperlukan sistem, teknologi, dan budaya organisasi yang mendukung agar Prokopim dapat
menjalankan perannya secara optimal sebagai penghubung, pengatur, sekaligus penjaga kualitas
representasi kepala daerah di berbagai kegiatan pemerintahan dan publik.
Survei Lokasi dan Kesiapan Teknis

Survei lokasi dalam agenda kepala daerah bukanlah aktivitas sekunder, melainkan
tahapan krusial yang menentukan kelancaran seluruh proses pelaksanaan kegiatan. Tanpa survei
yang komprehensif, risiko gangguan teknis, ketidaksesuaian tempat, atau kesalahpahaman
dengan tuan rumah acara sangat tinggi. Dalam konteks kerja Prokopim Kota Tomohon, kegiatan
survei dilakukan untuk memverifikasi kesiapan infrastruktur, lokasi acara, pengaturan protokoler,
serta memastikan bahwa semua standar keprotokolan dapat diterapkan secara tepat. Survei ini
mencerminkan tanggung jawab preventif, bukan sekadar responsif, dari petugas keprotokolan.

Sering kali, agenda kepala daerah dilakukan di lokasi yang bersifat non-pemerintahan
seperti gedung serbaguna, area publik, rumah ibadah, atau bahkan ruang terbuka. Situasi ini
menuntut fleksibilitas dan ketelitian tinggi dalam menilai kesiapan lokasi, termasuk aksesibilitas,
keamanan, kenyamanan, serta jarak tempuh dari lokasi sebelumnya. Tanpa survei awal, kegiatan
bisa terganggu oleh kendala sederhana seperti jalur keluar-masuk yang sempit, kurangnya tempat
duduk VIP, atau bahkan kesalahan dalam tata tempat simbolik.

Fungsi survei lokasi juga mencakup interaksi awal dengan panitia lokal atau
penyelenggara kegiatan. Di sinilah etika komunikasi Prokopim diuji. Pendekatan yang humanis
dan komunikatif kepada panitia lokal akan menciptakan hubungan kerja yang harmonis,
memperlancar koordinasi teknis, serta membangun citra positif pemerintah daerah. Sebaliknya,
pendekatan formalistis tanpa empati justru dapat memicu resistensi atau miskomunikasi.

Dalam pelaksanaannya, tim Prokopim sering menghadapi kendala klasik seperti
keterbatasan waktu survei karena padatnya agenda kepala daerah. Hal ini bisa memaksa mereka
melakukan survei kilat yang berisiko tinggi. Untuk itu, perencanaan kegiatan jangka menengah
(bulanan) perlu diintegrasikan dengan jadwal survei rutin, sehingga tidak ada agenda yang
dijalankan tanpa observasi lokasi terlebih dahulu. Hal ini akan meningkatkan akurasi pelaksanaan
serta mengurangi potensi kesalahan teknis.

Kegiatan survei seharusnya tidak dilakukan secara konvensional saja, melainkan
ditingkatkan dengan teknologi pendukung seperti peta digital, drone untuk pengamatan visual,
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serta penggunaan template checklist digital yang dapat mempercepat dan menstandarkan
penilaian lokasi. Dengan inovasi ini, kualitas pengambilan keputusan Prokopim dalam menyusun
agenda menjadi lebih objektif dan berbasis data.

Selain memastikan teknis lokasi, survei juga menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko.
Prokopim harus mampu mengidentifikasi potensi gangguan seperti cuaca buruk, kerawanan
keamanan, atau gangguan logistik lainnya. Mereka harus menyusun alternatif penyesuaian, baik
dari sisi waktu, tempat, maupun pengalihan personil. Artinya, survei juga berfungsi sebagai
bagian dari manajemen risiko keprotokolan daerah.

Secara keseluruhan, survei lokasi tidak boleh diposisikan sebagai formalitas birokratik,
melainkan sebagai bentuk profesionalisme kerja yang menjadi prasyarat suksesnya agenda kepala
daerah. Ketelitian dalam tahap ini akan menentukan ketertiban, wibawa, dan efektivitas
pelaksanaan acara publik oleh pemerintah daerah. Karena itu, investasi waktu dan sumber daya
untuk pelaksanaan survei harus dipandang sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola
pemerintahan yang bermartabat dan responsif.
Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Agenda

Pendampingan kegiatan merupakan puncak dari seluruh proses penyusunan agenda kepala
daerah. Dalam tahap ini, seluruh persiapan yang telah dirancang mulai dari penjadwalan,
koordinasi, hingga survei lokasi diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Petugas
Prokopim bertugas mendampingi kepala daerah dengan memastikan bahwa setiap detail
pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai standar keprotokolan, mulai dari penjemputan,
penyambutan, pengaturan tempat duduk, hingga pengaturan waktu dan alur kegiatan. Mereka
tidak hanya menjadi pelayan teknis, melainkan juga representasi langsung dari wibawa dan citra
pemerintahan daerah (Erickson, 2021; Li et al., 2021).

Pendampingan menuntut kepekaan situasional tinggi. Petugas harus mampu membaca
dinamika di lokasi secara cepat dan responsif, terutama ketika terjadi perubahan mendadak
seperti pembatalan kehadiran tamu, gangguan cuaca, atau perubahan urutan acara. Mereka
dituntut sigap dalam mengambil keputusan taktis tanpa harus menunggu instruksi berjenjang,
sebab keterlambatan tindakan dalam protokoler dapat memengaruhi keseluruhan kegiatan dan
persepsi publik.

Aspek yang tak kalah penting dalam pendampingan adalah kemampuan komunikasi
interpersonal petugas dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan, baik dari unsur panitia
lokal, aparat keamanan, media, hingga tokoh masyarakat. Dalam situasi formal maupun informal,
petugas Prokopim harus mampu menjaga sikap profesional, sopan, dan adaptif, karena mereka
menjadi perpanjangan tangan kepala daerah. Setiap kesalahan komunikasi, sekecil apa pun, dapat
menimbulkan dampak simbolik dan mencoreng citra institusi.

Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, proses tidak langsung berakhir. Evaluasi menjadi
tahapan penting yang justru sering diabaikan. Evaluasi tidak hanya mencatat apa yang berhasil,
tetapi juga mengidentifikasi titik lemah dari setiap proses yang dijalani. Tanpa evaluasi,
Prokopim akan terjebak pada pola kerja reaktif yang berulang dan gagal melakukan perbaikan
berkelanjutan. Laporan evaluasi harus didokumentasikan dan dijadikan bahan refleksi kolektif,
baik secara internal Prokopim maupun dalam forum lintas bagian.

Evaluasi yang baik akan menghasilkan rumusan strategi perbaikan dan inovasi prosedural.
Misalnya, dari hasil evaluasi dapat ditemukan kebutuhan untuk menambah jumlah petugas
lapangan, memperbaiki sistem komunikasi antarstaf, atau meningkatkan pelatihan teknis
keprotokolan. Dengan menjadikan evaluasi sebagai bagian dari budaya organisasi, Prokopim
tidak hanya menjalankan tugas, tetapi juga belajar dan berkembang secara kelembagaan
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(Campos-Domínguez & Díez-Garrido, 2022; Harness et al., 2024; Molina Rodríguez-Navas et al.,
2021).

Penting pula untuk memahami bahwa pendampingan dan evaluasi merupakan satu
kesatuan siklus yang membentuk mutu kelembagaan. Agenda kepala daerah bukanlah titik akhir
dari kinerja birokrasi, melainkan titik ukur kualitas organisasi pemerintahan. Prokopim, dalam
hal ini, bertindak sebagai penjaga standar dan pembawa identitas kelembagaan pemerintah daerah
di mata publik.

Dengan demikian, pendampingan dan evaluasi bukan sekadar rutinitas administratif,
tetapi arena strategis bagi penguatan reputasi dan integritas pemerintahan daerah. Prokopim harus
terus berbenah dalam hal kapasitas personel, sistem kerja, serta komitmen pada nilai-nilai
profesionalisme. Hanya dengan cara inilah agenda kepala daerah dapat terlaksana tidak hanya
secara prosedural, tetapi juga bermakna secara publik dan berdampak secara sosial-politik.

KESIMPULAN
Penelitian ini mengungkap bahwa peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

(Prokopim) Sekretariat Daerah Kota Tomohon dalam menyusun agenda kepala daerah sangatlah
strategis dan kompleks. Fungsi mereka tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan formal semata,
tetapi mencakup peran manajerial, komunikatif, serta representatif dalam menjaga wibawa
institusi pemerintahan. Melalui penjadwalan yang tertata, koordinasi lintas bagian yang efektif,
survei lokasi yang cermat, serta pendampingan yang profesional, Prokopim menjadi penentu
utama keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas publik kepala daerah.

Namun, pelaksanaan fungsi tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan yang masih kerap
dihadapi. Permasalahan seperti perubahan agenda mendadak, lemahnya sistem informasi digital,
kurangnya koordinasi antarbagian, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknis menjadi
hambatan struktural yang perlu segera diatasi. Dalam banyak kasus, keterlambatan informasi dan
kurangnya kesiapan teknis berdampak pada kualitas pelayanan publik dan menurunkan legitimasi
simbolik pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan profesionalisme kerja
menjadi tuntutan utama dalam reformasi sistem keprotokolan di pemerintahan daerah.

Dalam konteks tersebut, penulis menyarankan agar Pemerintah Kota Tomohon segera
mengembangkan sistem manajemen agenda kepala daerah yang berbasis teknologi digital, seperti
kalender kegiatan terintegrasi antar-SKPD dan sistem notifikasi otomatis. Sistem ini akan
memungkinkan monitoring agenda secara real-time, memperkuat koordinasi internal, dan
meningkatkan transparansi kegiatan publik. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian struktur kerja
Prokopim agar lebih adaptif terhadap dinamika birokrasi modern, dengan menambah kapasitas
SDM dan memperkuat aspek pelatihan teknis secara periodik.

Saran lainnya adalah penguatan budaya kerja kolaboratif antar bagian. Kepala daerah
perlu memberikan dukungan politis dan administratif agar koordinasi lintas unit dapat berjalan
dengan lebih sinergis dan tidak sektoral. Hal ini dapat dilakukan melalui forum-forum koordinatif
formal yang terjadwal, evaluasi antarunit berbasis kinerja kegiatan, serta pemberian penghargaan
terhadap kinerja terbaik dalam mendukung kelancaran agenda pimpinan. Kesinambungan
komunikasi dan rasa saling memahami antar bagian merupakan pondasi keberhasilan manajemen
agenda kepala daerah.

Secara keseluruhan, reformasi peran Prokopim tidak hanya akan meningkatkan efektivitas
kegiatan kepala daerah, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Jika
fungsi ini dijalankan secara optimal, maka agenda kepala daerah tidak sekadar menjadi rutinitas
administratif, tetapi alat strategis dalam membangun kepercayaan publik, menciptakan
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pemerintahan yang akuntabel, serta memperkuat legitimasi kepemimpinan daerah dalam era
demokrasi yang semakin menuntut efisiensi dan keterbukaan.
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